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PUTUSAN
Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/ PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak,

yang mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah
menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap . DIYAN RIZALDI, S.KOM
Bin ABDURACHMAN ISMAIL;

2. Tempat Lahir . Pontianak;

3. Umur/Tanggal Lahir : 37 Tahun / 08 Januari 1987;

4. Jenis Kelamin . Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat Tinggal . JI. Bhayangkara, Gg. Barata RT 010
RW 002

Kelurahan Baning Kota, Kecamatan
Sintang, Kabupaten Sintang /
Komplek Pondok Agung Permata No.
Y.13 Jl. Purnama Agung VI,

Kelurahan Aksaya, Kecamatan
Pontianak Selatan, Kota Pontianak;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Pegawai Tetap pada PT. Bank Kalbar
(Kepala

Seksi Kredit Bank Kalbar Cabang

Sintang Tahun 2016 — 2018);
Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan), oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 januari 2024 sampai dengan
tanggal 13 Februari 2024;

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari
2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024;

3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak
tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024,

4. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan
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tanggal 11 Mei 2024;
5. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sintang
sejak tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak,
sejak tanggal 05 Juni 2024 sampai dengan tanggal 04 Juli 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada
Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal 05 Juli 2024 sampai
dengan tanggal 02 September 2024;
8. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak,
sejak Tanggal 03 September 2024 sampai dengan Tanggal 02
Oktober 2024;
9. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak
Tanggal 03 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 01 November 2024;
10. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Tinggi Pontianak, sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan 26
November 2024;
11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat
banding pada Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 27 November
2024 sampai dengan 25 Januari 2025;
Terdakwa Diyan Rizaldi, S.Kom Bin Abdurachman Ismail diajukan
di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak
dengan dakwaan sebagai berikut:
DAKWAAN PRIMAIR:
Melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor
31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI
Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
DAKWAAN SUBSIDAIR:
Melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Rl Nomor 31 Tahun

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana
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telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20
tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal
55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 18 November 2024 Nomor 11/Pid.Sus-
TPK/2024/PT PTK tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PT PTK tanggal
18 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang pemeriksaan perkara;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Membaca tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sintang
Nomor Register Perkara: PDS-10/STANG/Ft.1/04/2024 tanggal 22 April 2024
yang mana Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DIYAN RIZALDI, S.Kom Bin
ABDURACHMAN ISMAIL Tidak terbukti bersalah melakukan tindak
pidana “KORUPSI” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah
diubah dan ditambah dengan Undang- undang Nomor 20 Tahun 2001 jo
Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan

Primair;

2. Membebaskan Terdakwa DIYAN RIZALDI, S.Kom Bin
ABDURACHMAN ISMAIL dari Dakwaan Primair tersebut;

3. Menyatakan Terdakwa DIYAN RIZALDI, S.Kom Bin

ABDURACHMAN ISMAIL terbukti bersalah melakukan tindak pidana
“KORUPSI” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo
Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan
ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang
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Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP
sebagaimana dalam surat dakwaan Subsidiair;
4, Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana
penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama
terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap di
tahan dan pidana denda sebesar Rp.100.000.000 (Seratus Juta
Rupiah) Subsidair selama 6 (enam) Bulan Kurungan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
1. Asli dokumen Formulir Permohonan Kredit Produktif
(calon Debitur Badan Usaha) CV. Jasa Aneka Sarana tanggal 5
Februari 2018 berikut lampirannya
2. Asli dokumen Analisa Kredit berupa Laporan Kunjungan
Setempat (LKS) tertanggal nomor NAK 012, tanggal NAK 13
Februari 2018 berikut lampirannya
3. 4 (empat) lembar fotocopy Kutipan Keputusan Direksi No
: DIR/SK- 58/2023 tanggal 3 April 2023 tentang Mutasi dan Promosi
Pegawai Tetap PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat
an. Eka Prasetia berikut job description
4. 3 (tiga) lembar fotocopy Kutipan Surat keputusan Direksi
No.: SK/42/DIR/TAHUN 2017 tanggal 20 Februari 2017 tentang

Mutasi dan Promosi Pegawai tetap an. Aswandi Al

5. 2 (dua) lembar fotocopy Pengiriman Berita Via Faxcimile,
No. : SDM/KW- 266/2017 tanggal 1 Maret 2017
6. 3 (tiga) lembar fotocopy Kutipan Keputusan Ddireksi

No. : SK/68/DIR TAHUN 2018 tanggal 8 Maret 2018 tentang Mutasi
dan Promosi Pegawai Tetap an. Achmad Baragbah

7. 1 (satu) lemabr fotocopy Berita Acara Serah Terima
Jabatan Pimpinsn Kantor Bank Kalbar Cabang Sintang nomor :
STG/KCBA/039/2017 tanggal 3 Maret 2017

8. 1 (satu) lembar fotocopy Surat No.STG-KC-Peg/239
tanggal 20 November 2015 Perihal Mutasi/Rotasi Pegawai an. Rio

Julianto
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9. 1 (satu) lembar fotocopy Surat No. STG/KC-Peg/ tanggal
16 Januari 2019 Perihal Mutasi/Rotasi Pegawai an. Rio Julianto

10. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat keputusan No : SK/28/DIR
TAHUN 2019 tanggal 7 Februari 2019 tentang Pemberhentian atas
permintaan sendiri sebagai pegawai tetap dengan hak pension
ditunda Sdr. Rio Julianto Baryadi

11. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keputusan No : SK/27/DIR
TAHUN 2019 tanggal 7 Februari 2019 tentang Penilaian Prestasi
Kerja dan potensi Pegawai Periode Januari 2018 s/d Desember
2018 dan Kenaikan Gaji Pokok atas nama Rio Julianto Baryadi

12. 2 (dua) lembar fotocopy Job Description/Uraian
Tugas/Pekerjaan Pegawai, an. Kristian Dinata Batubara (Legal
Review) tanggal 1 Desember 2016

13. 1 (satu) bundel fotocopy Standard Oparating Procedure
(SOP) Kredit modal Kerjas (KMK) Bank Kalbar No. SK Direksi :
SK/35/DIR TAHUN 2017 tanggal 3 Februari 2017

14. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Direksi Bank
Kalbar No : SK/113/DIR TAHUN 2015 tentang Pedoman
Perhitungan dan Format Analisa Kredit Produktif Bank Kalbar

15. 1 (satu) bundel fotocopy Standard Operating Procedure
(SOP) Perkreditan tentang kredit Konsumsi No. SK. Direksi :
SK/224/Dir Tahun 2013 tanggal 23 Desember 2013

16. 1 (satu) bundel fotocopy Buku Pedoman Perusahaan
(BPP) Perkreditan tentang Kredit Konsumsi No. SK. Direksi :
SK/224/Dir Tahun 2013 tanggal 23 Desember 2013

17. 1 (satu) bundel fotocopy Standar Operating Procedure
(SOP) Perkreditan tentang Kredit Korporasi dan Komersil No. SK.
Direksi : SK/224/Dir Tahun 2013 tanggal 23 Desember 2013

18. 1 (satu) bundel fotocopy Buku Pedoman Perusahaan
(BPP) Perkreditan tentang Kredit Korporasi dan Komersil No. SK.
Direksi : Sk/224/Dir Tahun 2013 tanggal 23 Desember 2013

19. 1 (satu) bundel fotocopy Buku Pedoman Perusahaan
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(BPP) Perkreditan tentang Kredit mikro dan Kecil No. SK Direksi :
SK/224/Dir Tahun 2013 tanggal 23 Desember 2013

20. 1 (satu) bundel fotocopy Standar Operating Procedure
(SOP) Perkreditan tentang Kredit mikro dan Kecil No. SK Direksi :
SK/224/Dir Tahun 2013 tanggal 23 Desember 2013

21. 1 (satu) bundel fotocopy form kosong : formulir
Permohonan Kredit Produktif (Calon Debitur Badan Usaha)

22. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Direksi Bank
Kalabr No. : SK/24/Dir Tahun 2016 tanggal 29 Januari 2016tentang
Ketentuan Batas Wewenang Pemberian Persetujuan Seluruh Jenis
KRedit dan Garansi Bank PT. Bank Pembangunan Daerah
Kalimantan Barat

23. 4 (empat) lembar fotocopy BPP Perkreditan Kebijakan
dan Prosedur Perkreditan Buku 11l Sub Sub Bab Penilaian Jaminan,
tanggal berlaku 13 April 1999

24, 5 (lima) lembar fotocopy Lampiran NAK : Formulir
Evaluasi Jaminan tertanggal 9 Juni 2015, an. Debitur Heru
Santoso, Jenis dan Lokasi Jaminan : Sebidang Tanah berikut
bangunan ruko diatasnya SHM No. 1175 diterbitkan tanggal 16 Juli
2001 terletak di JI. Lintas Melawi Rt 020 Rw 002 Desa Baning Kota
Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang

25. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Bank Kalbar Cabang
Sintang Perihal Komitmen Saudara Jainuddin, S.H., SpN Terhadap
penyelesaian Perjanjian Kredit Notarial dan Pengikatan Jaminan
Kredit di Bank Kalbar Cabang Sintang

26. 1 (satu) lembar Fotocopy Printout Rekening Kredit
an.Jasa Aneka Sarana CV. No. Rekening 4032002299 Periode :
01/01/2018 s/d 31/12/2018

27. 1 (satu) lembar Fotocopy Printout Rekening Kredit
an.Jasa Aneka Sarana CV. No. Rekening 4032002299 Periode :
01/01/2019 s/d 31/12/2019

28. 1 (satu) bundel Fotocopy Standard Operating Procedure
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(SOP) Kredit Khusus Tentang Penyelesaian Kredit Bermasalah dan
Hapus Buku PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat
No.SK Direksi: SK/336A/DIR Tahun 2019 Tanggal 2 Desember
2019

29. 1 (satu) bundel Fotocopy Standard Operating Procedure
(SOP) Perkreditan Tentang Kredit Korporasi dan Komersil No.SK
Direksi: SK/224/DIR Tahun 2013 Tanggal 23 Desember 2013

30. 1 (satu) bundel BPP Perkreditan Kebijakan dan Prosedur
Perkreditan

31. 1 (satu) lembar Rekap Setoran Kredit CV. Jasa Aneka
Sarana

32. 1 (satu) bundel Foto Copy Akta Jual Beli Nomor: 16/2018

dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
Jainuddin,SH.,SpN

33. 1 (satu) bundel Foto Copy Akta Jual Beli Nomor: 17/2018
dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
Jainuddin,SH.,SpN

34. 1 (satu) bundel Foto Copy Akta Jual Beli Nomor: 18/2018
dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
Jainuddin,SH.,SpN

35. 1 (satu) bundel Fotocopy Laporan Hasil Pembicaraan
Dengan Debitur/Pihak Ketiga (Call Memo) Tanggal 30 November
2022

36. 1 (satu) bundel Fotocopy Laporan Hasil Pembicaraan
Dengan Debitur/Pihak Ketiga (Call Memo) Tanggal 31 Januari 2023
37. 1 (satu) bundel Fotocopy Laporan Hasil Pembicaraan
Dengan Debitur/Pihak Ketiga (Call Memo) Tanggal 21 Desember
2022

38. 1 (satu) bundel Fotocopy Laporan Hasil Pembicaraan
Dengan Debitur/Pihak Ketiga (Call Memo) Tanggal 20 Januari 2023
39. 1 (satu) bundel Fotocopy Laporan Hasil Pembicaraan
Dengan Debitur/Pihak Ketiga (Call Memo) Tanggal 30 November
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2022

40. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Pemberitahuan
Tunggakan CV. Jasa Aneka Sarana

41. 1 (satu) bundel Fotocopy Laporan Hasil Analisa CV. Jasa
Aneka Sarana

42, 1 (satu) bundel Laporan Informasi Keuangan Debitur an.
Syamsul Haidir (Direktur CV. Jasa Aneka Sarana)

43. 1 (satu) Bundel Fotocopy Kutipan Surat Keputusan
Direksi Nomor: SK/183/DIR Tahun 2022 Tentang Mutasi dan
Promosi Pegawai Tetap PT. Bank Pembangunan Daerah
Kalimantan Barat Tanggal 29 Agustus 2022

44, 1 (satu) bundel Fotocopy Standard Operating Procedure
(SOP) Kredit Modal Kerja (KMK) PT. Bank Pembangunan Daerah
Kalimantan Barat

45. 1 (satu) bundel Dokumen Persyaratan Kredit dan
Formulir Permohonan Kredit CV.Jasa Aneka Sarana Tanggal 5
Februari 2018

46. 1 (satu) bundel Dokumen Akta Perjanjian Kredit Nomor :
08.- Tanggal 15 Februari 2018 dikeluarkan oleh Notaris
Jainuddin,SH.,SpN

47. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Komitmen Penyelesaian
Perjanjian Kredit Notarial dan Pengikaran Jaminan Kredit di Bank
Kalbar Cabang Sintang Nomor : KC.STG-KRD/SRT-223/2023
Tanggal 6 April 2023

48. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Komitmen Penyelesaian
Perjanjian Kredit Notarial dan Pengikaran Jaminan Kredit di Bank
Kalbar Cabang Sintang Nomor : KC.STG-KRD/SRT-219/2023
Tanggal 6 Maret 2023

49, Fotocopy Kutipan Surat Keputusan Direksi nomor:
SK/42/DIR TAHUN 2017 tanggal 20 Februari 2017 tentang Mutasi
dan Promosi Pegawai Tetap an. Fitrah Ramadhan, berikut lampiran
50. Struktur Organisasi & Job Description-2022 tertanggal 10
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Februari 2022, Kontrol Intern Cabang, Nama Jabatan : Auditor
Junior Pemegang Jabatan : Fitrah Ramadhan

51. Fotocopy Temuan Hasil Audit Umum Bank Kalbar
Cabang Sintang dan Kantor Cabang Pembantu Halaman 42
sampai 44, Periode Audit Umum 01-08-2017 s.d 30-09-2018,
Pelaksanaan Audit : 15-10-2019 s.d 02-11- 2019, No. Surat tugas
DAI/KP-PMU/032 tanggal 5 Oktober 2018, Nomor urut 39

52. Fotocopy Temuan Hasil Audit Umum Bank Kalbar
Cabang Sintang dan Kantor Cabang Pembantu Halaman 42
sampai 45, Periode Audit Umum 31-10-2018 s.d 30-09-2019,
Pelaksanaan Audit : 21-10-2019 s.d 10-11-2019, No. Surat tugas
DAI/KP-PMU/033/2019 tanggal 17 Oktober 2019,Nomor urut 27

53. 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Kerja Audit Umum dan
Operasional Audit Work Plan Kantor Cabang Sintang Tahun 2018
54, 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Kerja Audit Umum dan
Operasional Audit Work Plan Kantor Cabang Sintang Tahun 2019
55. 1 (satu) bundel Standard Operating Procedure (SOP)
Audit Berbasis Resiko PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan
Barat, Buku | Lampiran SK Direksi : No. SK/211/DIR Tahun 2018
tanggal 8 November 2018

56. 1 (satu) bundel Standard Operating Procedure (SOP)
Audit Berbasis Resiko PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan
Barat, Buku Il Lampiran SK Direksi : No. SK/211/DIR Tahun 2018
tanggal 8 November 2018

57. Asli Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 33/2018
Tanggal 20 Maret 2018.

58. Asli Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor
32/2018 Tanggal 16 Maret 2018.

59. Fotocopy sesuai asli Surat Kuasa Membebankan Hak
Tanggungan Nomor : 09.- Tanggal 15 Februari 2018.

60. Fotocopy sesuai asli Surat Kuasa Membebankan Hak
Tanggungan Nomor: 10.- Tanggal 15 Februari 2018.
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61. Fotocopy sesuai asli Surat Kuasa Membebankan Hak
Tanggungan Nomor: 17.- Tanggal 17 Maret 2018.
62. Fotocopy sesuai asli Surat Kuasa Membebankan Hak

Tanggungan Nomor: 18.- Tanggal 15 Maret 2018.

63. Asli Akta Jual Beli Nomor :18/2018 Tanggal 09 Februari
2018.

64. Asli Akta Jual Beli Nomor : 17/2018 Tanggal 09 Februari
2018.

65. Asli Akta Jual Beli Nomor : 16/2018 Tanggal 09 Februari
2018.

66. Asli Sertifikat Hak Milik No : 889 Kel.Baning Kota
Kec.Sintang Kab. Sintang Provinsi Kalimantan Barat.

67. Asli  Sertifikat Hak Milik No.1175 Kel.Baning Kota
Kec.Sintang Kab.Sintang Provinsi.Kalimantan Barat.

68. Asli Sertifikat Hak Milik No : 05639 Kel.Kapuas Kanan
Hilir Kec.Sintang Kab.Sintang Provinsi. Kalimantan Barat.

69. Asli Sertifikat Hak Milik No:001 Kel. Kedabang Kec.
Sintang Kab. Sintang Provinsi. Kalimantan Barat.

70. Fotocopy Berita Acara Pengangkatan Sumpah Jabatan
PPAT Nomor: 640-103-41-2001 Tanggal 20 Februari Tahun 2002.
71. Fotocopy Petikan Keputusan Kepala Badan Pertanahan

Nasional Nomor : 25-IX-2001 Tentang Pengangkatan 430 (empat
ratus tiga puluh) Orang Pejabat Pembuat Akta Tanah dan
Penunjukan Daerah Kerjanya Tanggal 31 Desember 2001.
72. Fotocopy Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia Nomor : C-342.HT.03.01-Th.2001
Tentang Pengangkatan Notaris Tanggal 13 Agustus 2001.

73. Fotocopy Berita Acara Pengucapan Sumpah Jabatan
Tanggal 13 November 2001.
74. Printout dari Aplikasi Hak Tanggungan Badan

Pertanahan Nasional Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas
Permohonan : 7787/2023.
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75. Printout dari Aplikasi Hak Tanggungan Badan
Pertanahan Nasional Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas
Permohonan : 7786/2023.

76. Printout Surat Pengantar Akta Hak Tanggungan Nomor :
33/2018 Tanggal 20 Maret 2018.

77. Printout Surat Pengantar Akta Hak Tanggungan Nomor :
32/2018 Tanggal 16 Maret 2018.

78. Fotocopy minuta akta Surat Keterangan Notaris
Jainuddin, S.H., SpN, Nomor : B/11/1I/N/2018 tanggal 15 Februari
2018 (Cover Note) yang dilegalisir

79. Fotocopy minuta akta Perjanjian Kredit Nomor 08.-
tanggal 15 Februari 2018 yang dilegalisir

80. 1 (satu) bundel fotocopy serah terima dokumen
essentialia sebagai jaminan pada PT. Bank Pembangunan Daerah
Kalimantan Barat Cabang Sintang tanggal 15 Februari 2018

81. 1 (satu) bundel Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor
29/2015 dibuat oleh PPAT Sri Haslinda, S.H., M.Kn
82. 1 (satu) lembar fotocopy Surat nomor : STG-KC-

KRD/149/2019 tanggal 8 April 2019, perihal Penyelesaian
Tunggakan Hutang Kepada Negara Cqg. Bank Kalbar Cabang
Sintang ke-ll

83. 1 (satu) lembar fotocopy Surat nomor : STG-KC-
KRD/213/2019 tanggal 10 Mei 2019, perihal Penyelesaian
Tunggakan Hutang Kepada Negara Cq. Bank Kalbar Cabang
Sintang ke-llI

84. 1 (satu) lembar fotocopy Surat nomor : STG-KC-
KRD/739/2019 tanggal 7 Oktober 2019, perihal Penyelesaian
Tunggakan Hutang Kepada Negara Cg. Bank Kalbar Cabang
Sintang ke-ll

85. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Syamsul
Haidir Tertanggal 15 Februari 2018 (tulis tangan)

86. 1 (satu) rangkap fotocopy sertifikat Hak Milik Nomor :

Halaman 11 dari 51 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PT PTK

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1175/Baning Kota Tanggal 10 juli 2001 an. Heru Santoso

87. 1 (satu) lembar fotocopy NPWP Syamsul Haidir dan CV.
Jasa Aneka Sarana

88. 1 (satu) Lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
an. Syamsul Haidir

89. 1 (satu) lembar fotocopy Surat permohonan
Pemblokiran Sertifikat tertanggal 12 April 2023

90. 1 (satu) lembar surat pemblokiran sertifikat nomor :
HP.02.01/181- 61.05/Vv/2023 tanggal 16 Mei 2023

91. 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Terima Dokumen
nomor berkas permohonan: 20318/2023 tanggal 24 Mei 2023

92. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Setor nomor
Berkas Permohonan 20318/2023 tanggal 24 Mei 2023 sebesar Rp.
50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

93. 1 (satu) rangkap fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor :
00135 an. Herman Susilo

94, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Syamsul Haidir
untuk melakukan pembayaran atas Sertifikat Hak Milik Nomor :
00135/Kedabang an. Herman Susilo setelah pencairan fasilitas
kredit di BPD Kalbar Cab. Sintang, bermaterai dan ditandatangani
oleh Syamsul haidir tanggal 24 Januari 2018

95. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan untuk meminjam uang
/ mendapatkan fasilitas Kredit Modal Kerja pada PT.Bank
Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Cabang Sintang, tanpa
tanda tangan

96. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat No. KRD/KP-ADK/511
tanggal 30 Desember 2013 Perihal Ketentuan Batas Wewenang
Persetujuan Kredit dan Garansi Bank

97. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Direksi PT. Bank
Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Bank Kalbar nomor :
SK/245/DIR Tahun 2013 tentang Ketentuan Batas Wewenang
Pemberian Persetujuan Seluruh Jenis Kredit dan Garansi Bank PT.
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Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat

98. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tagihan dari CV. Jasa
Aneka Sarana, tujuan surat PT. Sherin Kapuas Raya, Shipmen ke
1, tagihan Jasa Angkutan Batu bara dari PLTU Sanggau Sei Batu
menuju PLTU Sintang Sei Ringin, angkutan TB Satria Perkasa/TKG
Hasil Mandiri, Rp. 101.329.060, -

99. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tagihan dari CV. Jasa
Aneka Sarana, tujuan surat PT. Sherin Kapuas Raya, Shipmen ke
2, tagihan Jasa Angkutan Batu bara dari PLTU Sanggau Sei Batu
menuju PLTU Sintang Sei Ringin, angkutan TB Win&Meisi/TKG
WWO01/GT.241, tagihan sejumlah Rp. 61.037.830, -

100. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tagihan dari CV. Jasa
Aneka Sarana, tujuan surat PT. Sherin Kapuas Raya, Shipmen ke
3, tagihan Jasa Angkutan Batu bara dari PLTU Sanggau Sei Batu
menuju PLTU Sintang Sei Ringin, angkutan TB Mandiri Tugu-lIl/TKG
Perdana Jaya Abadi 2, tagihan sejumlah Rp.195.508.652, -

101. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tagihan dari CV. Jasa
Aneka Sarana, tujuan surat PT. Sherin Kapuas Raya, Shipmen ke
4, tagihan Jasa Angkutan Batu bara dari PLTU Sanggau Sei Batu
menuju PLTU Sintang Sei Ringin, angkutan TB Mandiri Tugu-ll/TKG
Perdana Jaya Abadi 2, tagihan sejumlah Rp.196.644.472, -

102. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tagihan dari CV. Jasa
Aneka Sarana, tujuan surat PT. Sherin Kapuas Raya, Shipmen ke
5, tagihan Jasa Angkutan Batu bara dari PLTU Sanggau Sei Batu
menuju PLTU Sintang Sei Ringin, angkutan TB Mandiri Tugu-Il/TKG
Perdana Jaya Abadi 2, tagihan sejumlah Rp. 192.162.442,-

103. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tagihan dari CV. Jasa
Aneka Sarana, tujuan surat PT. Sherin Kapuas Raya, Shipmen ke
6, tagihan Jasa Angkutan Batu bara dari PLTU Sanggau Sei Batu
menuju PLTU Sintang Sei Ringin, angkutan TB Mandiri Tugu-Il/TKG
Perdana Jaya Abadi 2, tagihan sejumlah Rp. 209.143.025, -

104. Fotocopy kutipan Surat Keputusan Direksi Bank Kalbar

Halaman 13 dari 51 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PT PTK

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: SK/36/DIR TAHUN 2022 tentang mutase dan Promosi
Pegawai Tetap, berikut Job Description Divisi Credit Recovery Bank
Kalbar

105. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Keputusan Bank Kalbar
Nomor : SK/143/DIR Tahun 2021 tentang Standar Operating
Procedure (SOP) Penyelesaian Kredit Bermasalah PT.Bank
Pembangunan Daerah Kalimantan Barat

106. 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Nomor : KP.DCR-
PKBH/SRT102/2023 tanggal 6 Maret 2023 Perihal Rekomendasi
Penyelesaian Kredit Bermasalah

107. Fotocopy Surat Nomor : STG/KC-KRD/126/2023 tanggal
6 Maret 2023 Perihal Monitoring Debitur NPL dan HB Cabang
Sintang Posisi bulan Februari 2023

108. Fotocopy Surat Nomor: DCR/KP-PKBH/717/2022 tanggal
7 Desember 2022 Perihal Kinerja Penyelesaian Kredit Non
Permorming Loan (NPL) dan Hapus Buku (HB) Posisi November
Tahun 2022

109. 2 (dua) lembar fotocopy Standar Operating Procedure
(SOP) Kredit Khusus Nomor SK Direksi : SK/366A/DIR Tahun
2019 tanggal 2 Desember 2019 tentang Penyelesaian Kredit
Bermasalah dan Hapus Buku PT. Bank Pembangunan Daerah
Kalimantan Barat

110. 1 (satu) Bundel Salinan Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 40/POJK.03/2019 tentang
Penilaian Kualitas Aset Bank Umum

111. Kronologis atas Sertifikat Hak Milik dari: Hak Milik
1175/BaningKota/2001,HM.889/BaningKota/1999;HM.135/Kedabang
/2 016;HM.5639/Kakahi/2014

112. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No. 00135 Kel.
Kedabang Kec. Sintang Kab. Sintang
113. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No. 889 Desa Baning

Kota Kec. Sintang Kab. Sintang
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114. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No. 05639 Kel. Kapuas
Kanan hili Kec. Sintang Kab. Sintang

115. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No. 05811 Kel. Kapuas
Kanan Hilir Kecamatan Sintang Kab. Sintang

116. Printout Screeenshoot Penelusuran Informasi Berkas
Permohonan No: 7786/2023, Kantor Pertanahan  Kabupaten
Sintang, dari Aplikasi Komputerisasi Kantor Pertanahan

117. Printout Screeenshoot Penelusuran Informasi Berkas
Permohonan No.: 7787/2023, Kantor Pertanahan Kabupaten
Sintang, dari Aplikasi Komputerisasi Kantor Pertanahan

118. Printout Screeenshoot Penelusuran Hak Milik No.
14050908.1.00889, dari Aplikasi Komputerisasi Kantor Pertanahan
1109. Printout Screeenshoot Penelusuran Hak Milik No.
14050902.1.05639, dari Aplikasi Komputerisasi Kantor Pertanahan
120. Printout Screeenshoot Penelusuran Hak Milik No.
14050920.1.00135, dari Aplikasi Komputerisasi Kantor Pertanahan
121. Printout Screeenshoot Penelusuran Hak Milik No.:

14050908.1.01175, dari Aplikasi Komputerisasi Kantor Pertanahan

122. 1(satu) eksemplar Asli Surat Perjanjian Perpanjangan
Sewa-Menyewa No.002/02-PERPANJANG/I/PJA-SH/2018
123. 1(satu) lembar Laporan Laba/Rugi CV.Jasa Aneka

Sarana Per Tanggal 1 Januari 2016,2017 dan 2018 s/d 31
Desember 2016, 2017 dan 31 Januari 2018

124. 1(satu) lembar Neraca CV.Jasa Aneka Sarana per
Tanggal 31 Des 2016, 2017, dan 31 Januari 2018

125. 1(satu) lembar Daftar Rincian Transaksi CV.Jasa Aneka
Sarana per Tanggal 01 Januari 2018 s/d 30 April 2018

126. 1(satu) eksemplar Perjanjian Kerjasama Angkutan Batu

Bara Tanggal 12 Desember 2017

127. 1(satu) eksemplar Surat Tagihan jasa Angkutan Shipmen
3 Tanggal 01 — 12 Februari 2018
128. 1(satu) eksemplar Surat Tagihan jasa Angkutan Shipmen
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4 Tanggal 16 — 26 Februari 2018

129. 1(satu) eksemplar Surat Tagihan jasa Angkutan Shipmen
5 Tanggal 28 Februari 2018 — 15 Maret 2018

130. 1(satu) eksemplar Daftar Rincian Transaksi periode 18
Januari 2019 — 17 Maret 2019

131. 1(satu) lembar Invoice Nomor : 002/PJA/II/2018 |,
Tanggal : 27 Februari 2018

132. 1(satu) lembar Form Aplikasi Setoran Tanggal 29 Juni

2018 dengan nominal Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah)
dengan penerima CV.Jasa Aneka Sarana

133. 1(satu) eksemplar Invoice pembelian minyak solar
Tanggal 29 Januari 2018

134. 1(satu) eksemplar Invoice pembelian minyak solar
Tanggal 09 Januari 2018

135. 1(satu) eksemplar Invoice pembelian minyak solar
Tanggal 05 Januari 2018

136. 1(satu) eksemplar Tanda Terima Invoice Tanggal 28
Februari 2018
137. 1(satu) eksemplar Surat Keberangkatan di Perairan

Pedalaman Nomor: 33/5/30/Dishub Tanggal 10 Januari 2018

138. 1(satu) eksemplar Surat Keberangkatan di Perairan
Pedalaman Nomor: 5513/10/Dishub-LLASDP/2018 Tanggal 19
Januari 2018

139. 1 (satu) lembar Surat Perihal Mutasi/Rotasi Pegawai

Nomor: STG/KCPeg Tanggal 16 Januari 2019 tanpa tandatangan

140. 2 (dua) lembar job description/uraian tugas/pekerjaan
pegawal
141. 1 (satu) bundel dokumen Standard Operating Procedure

(SOP) Kredit Modal Kerja (KMK) PT.Bank Pembangunan Daerah
Kalimantan Barat (tanpa halaman 25)

142. 1 (satu) bundle fotocopy Laporan Kunjungan Setempat
CV.Jasa Aneka Sarana Tanggal 13 Februari 2018
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143. 1 (satu) bundle fotocopy dokumen formulir permohonan
kredit produktif CV.Jasa Aneka Sarana Tanggal 05 Februari 2018
144, 1 (satu) eksemplar printout customer facility opening

CV.Jasa Aneka Sarana oleh Bank Kalbar

145. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Notaris dan PPAT
Jainuddin, SH., SpN Nomor : B/11/II/N/2018 Tanggal 15 Februari
2018

146. 13 (tiga belas) lembar aksesoris kredit CV. Jasa Aneka
Sarana

147. 3 (tiga) lembar Fotocopy Kutipan Surat Keputusan

Direksi Nomor : SK/182/DIR Tahun 2016 tentang Mutasi dan

Promosi Pegawai Tetap Tanggal 19 Juli 2016

148. 3 (tiga) lembar Job Description Kasi Kredit
Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan
dalam perkara lain
6. Menetapkan kepada Terdakwa supaya membayar biaya
perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk tanggal
22 Oktober 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DIYAN RIZALDI, S.Kom Bin
ABDURACHMAN ISMAIL tidak terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan Tindak Pidana pada Dakwaan Primair;

2, Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari Dakwaan
Primair tersebut;

3. Menyatakan Terdakwa DIYAN RIZALDI, S.Kom Bin
ABDURACHMAN ISMALIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan Tindak Pidana “Korupsi secara Bersama sama” sebagaimana
Dakwaan Subsidair;

4, Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa
DIYAN RIZALDI, S.Kom Bin ABDURACHMAN ISMAIL tersebut, dengan
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Pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan dan denda
sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan
apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan
pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
1. Asli dokumen Formulir Permohonan Kredit Produktif

(calon Debitur Badan Usaha) CV. Jasa Aneka Sarana tanggal 5
Februari 2018 berikut lampirannya

2. Asli dokumen Analisa Kredit berupa Laporan Kunjungan
Setempat (LKS) tertanggal nomor NAK 012, tanggal NAK 13
Februari 2018 berikut lampirannya

3. 4 (empat) lembar fotocopy Kutipan Keputusan Direksi No
: DIR/SK- 58/2023 tanggal 3 April 2023 tentang Mutasi dan Promosi
Pegawai Tetap PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat
an. Eka Prasetia berikut job description

4. 3 (tiga) lembar fotocopy Kutipan Surat keputusan Direksi
No.: SK/42/DIR/TAHUN 2017 tanggal 20 Februari 2017 tentang

Mutasi dan Promosi Pegawai tetap an. Aswandi Al

5. 2 (dua) lembar fotocopy Pengiriman Berita Via Faxcimile,
No. : SDM/KW- 266/2017 tanggal 1 Maret 2017
6. 3 (tiga) lembar fotocopy Kutipan Keputusan Ddireksi

No. : SK/68/DIR TAHUN 2018 tanggal 8 Maret 2018 tentang Mutasi
dan Promosi Pegawai Tetap an. Achmad Baragbah

7. 1 (satu) lemabr fotocopy Berita Acara Serah Terima
Jabatan Pimpinsn Kantor Bank Kalbar Cabang Sintang nomor :
STG/KCBA/039/2017 tanggal 3 Maret 2017

8. 1 (satu) lembar fotocopy Surat No.STG-KC-Peg/239
tanggal 20 November 2015 Perihal Mutasi/Rotasi Pegawai an. Rio

Julianto
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9. 1 (satu) lembar fotocopy Surat No. STG/KC-Peg/ tanggal
16 Januari 2019 Perihal Mutasi/Rotasi Pegawai an. Rio Julianto

10. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat keputusan No : SK/28/DIR
TAHUN 2019 tanggal 7 Februari 2019 tentang Pemberhentian atas
permintaan sendiri sebagai pegawai tetap dengan hak pension
ditunda Sdr. Rio Julianto Baryadi

11. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keputusan No : SK/27/DIR
TAHUN 2019 tanggal 7 Februari 2019 tentang Penilaian Prestasi
Kerja dan potensi Pegawai Periode Januari 2018 s/d Desember
2018 dan Kenaikan Gaji Pokok atas hama Rio Julianto Baryadi

12. 2 (dua) lembar fotocopy Job Description/Uraian
Tugas/Pekerjaan Pegawai, an. Kristian Dinata Batubara (Legal
Review) tanggal 1 Desember 2016

13. 1 (satu) bundel fotocopy Standard Oparating Procedure
(SOP) Kredit modal Kerjas (KMK) Bank Kalbar No. SK Direksi :
SK/35/DIR TAHUN 2017 tanggal 3 Februari 2017

14. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Direksi Bank
Kalbar No : SK/113/DIR TAHUN 2015 tentang Pedoman
Perhitungan dan Format Analisa Kredit Produktif Bank Kalbar

15. 1 (satu) bundel fotocopy Standard Operating Procedure
(SOP) Perkreditan tentang kredit Konsumsi No. SK. Direksi
SK/224/Dir Tahun 2013 tanggal 23 Desember 2013

16. 1 (satu) bundel fotocopy Buku Pedoman Perusahaan
(BPP) Perkreditan tentang Kredit Konsumsi No. SK. Direksi
SK/224/Dir Tahun 2013 tanggal 23 Desember 2013

17. 1 (satu) bundel fotocopy Standar Operating Procedure
(SOP) Perkreditan tentang Kredit Korporasi dan Komersil No. SK.
Direksi : SK/224/Dir Tahun 2013 tanggal 23 Desember 2013

18. 1 (satu) bundel fotocopy Buku Pedoman Perusahaan
(BPP) Perkreditan tentang Kredit Korporasi dan Komersil No. SK.
Direksi : Sk/224/Dir Tahun 2013 tanggal 23 Desember 2013

19. 1 (satu) bundel fotocopy Buku Pedoman Perusahaan
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(BPP) Perkreditan tentang Kredit mikro dan Kecil No. SK Direksi :
SK/224/Dir Tahun 2013 tanggal 23 Desember 2013
20. 1 (satu) bundel fotocopy Standar Operating Procedure
(SOP) Perkreditan tentang Kredit mikro dan Kecil No. SK Direksi :
SK/224/Dir Tahun 2013 tanggal 23 Desember 2013

21. 1 (satu) bundel fotocopy form kosong : formulir
Permohonan Kredit Produktif (Calon Debitur Badan Usaha)
22. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Direksi Bank

Kalabr No. : SK/24/Dir Tahun 2016 tanggal 29 Januari 2016tentang
Ketentuan Batas Wewenang Pemberian Persetujuan Seluruh Jenis
KRedit dan Garansi Bank PT. Bank Pembangunan Daerah
Kalimantan Barat

23. 4 (empat) lembar fotocopy BPP Perkreditan Kebijakan
dan Prosedur Perkreditan Buku Il Sub Sub Bab Penilaian Jaminan,
tanggal berlaku 13 April 1999

24, 5 (lima) lembar fotocopy Lampiran NAK : Formulir
Evaluasi Jaminan tertanggal 9 Juni 2015, an. Debitur Heru Santoso,
Jenis dan Lokasi Jaminan : Sebidang Tanah berikut bangunan ruko
diatasnya SHM No. 1175 diterbitkan tanggal 16 Juli 2001 terletak di
JI. Lintas Melawi Rt 020 Rw 002 Desa Baning Kota Kecamatan
Sintang Kabupaten Sintang

25. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Bank Kalbar Cabang
Sintang Perihal Komitmen SaudaraJainuddin, S.H., SpN
Terhadap penyelesaian Perjanjian Kredit Notarial dan Pengikatan
Jaminan Kredit di Bank Kalbar Cabang Sintang

26. 1 (satu) lembar Fotocopy Printout Rekening Kredit
an.Jasa Aneka Sarana CV. No. Rekening 4032002299 Periode :
01/01/2018 s/d 31/12/2018

27. 1 (satu) lembar Fotocopy Printout Rekening Kredit
an.Jasa Aneka Sarana CV. No. Rekening 4032002299 Periode :
01/01/2019 s/d 31/12/2019

28. 1 (satu) bundel Fotocopy Standard Operating Procedure
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(SOP) Kredit Khusus Tentang Penyelesaian Kredit Bermasalah dan
Hapus Buku PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat
No.SK Direksi: SK/336A/DIR Tahun 2019 Tanggal 2 Desember
20191 (satu) bundel Fotocopy Standard Operating Procedure
(SOP) Perkreditan Tentang Kredit Korporasi dan Komersil No.SK
Direksi: SK/224/DIR Tahun 2013 Tanggal 23 Desember 2013.

29. 1 (satu) bundel BPP Perkreditan Kebijakan dan Prosedur
Perkreditan

30. 1 (satu) lembar Rekap Setoran Kredit CV. Jasa Aneka
Sarana

31. 1 (satu) bundel Foto Copy Akta Jual Beli Nomor: 16/2018

dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
Jainuddin,SH.,SpN

32. 1 (satu) bundel Foto Copy Akta Jual Beli Nomor: 17/2018
dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
Jainuddin,SH.,SpN

33. 1 (satu) bundel Foto Copy Akta Jual Beli Nomor: 18/2018
dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
Jainuddin,SH.,SpN

34. 1 (satu) bundel Fotocopy Laporan Hasil Pembicaraan
Dengan Debitur/Pihak Ketiga (Call Memo) Tanggal 30 November
2022

35. 1 (satu) bundel Fotocopy Laporan Hasil Pembicaraan
Dengan Debitur/Pihak Ketiga (Call Memo) Tanggal 31 Januari 2023
36. 1 (satu) bundel Fotocopy Laporan Hasil Pembicaraan

Dengan Debitur/Pihak Ketiga (Call Memo) Tanggal 21 Desember

2022

37. 1 (satu) bundel Fotocopy Laporan Hasil Pembicaraan
Dengan Debitur/Pihak Ketiga (Call Memo) Tanggal 20 Januari 2023
38. 1 (satu) bundel Fotocopy Laporan Hasil Pembicaraan

Dengan Debitur/Pihak Ketiga (Call Memo) Tanggal 30 November
2022
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39. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Pemberitahuan
Tunggakan CV. Jasa Aneka Sarana

40. 1 (satu) bundel Fotocopy Laporan Hasil Analisa CV. Jasa
Aneka Sarana

41. 1 (satu) bundel Laporan Informasi Keuangan Debitur an.
Syamsul Haidir (Direktur CV. Jasa Aneka Sarana)

42. 1 (satu) Bundel Fotocopy Kutipan Surat Keputusan
Direksi Nomor: SK/183/DIR Tahun 2022 Tentang Mutasi dan
Promosi Pegawai Tetap PT. Bank Pembangunan Daerah
Kalimantan Barat Tanggal 29 Agustus 2022

43. 1 (satu) bundel Fotocopy Standard Operating Procedure
(SOP) Kredit Modal Kerja (KMK) PT. Bank Pembangunan Daerah
Kalimantan Barat

44, 1 (satu) bundel Dokumen Persyaratan Kredit dan
Formulir Permohonan Kredit CV.Jasa Aneka Sarana Tanggal 5
Februari 2018

45. 1 (satu) bundel Dokumen Akta Perjanjian Kredit Nomor :
08.- Tanggal 15 Februari 2018 dikeluarkan oleh Notaris
Jainuddin,SH.,SpN

46. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Komitmen Penyelesaian
Perjanjian Kredit Notarial dan Pengikaran Jaminan Kredit di Bank
Kalbar Cabang Sintang Nomor : KC.STG-KRD/SRT-223/2023
Tanggal 6 April 2023

47. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Komitmen Penyelesaian
Perjanjian Kredit Notarial dan Pengikaran Jaminan Kredit di Bank
Kalbar Cabang Sintang Nomor : KC.STG-KRD/SRT-219/2023
Tanggal 6 Maret 2023

48. Fotocopy Kutipan Surat Keputusan Direksi nomor:
SK/42/DIR TAHUN 2017 tanggal 20 Februari 2017 tentang Mutasi
dan Promosi Pegawai Tetap an. Fitrah Ramadhan, berikut lampiran
49, Struktur Organisasi & Job Description-2022 tertanggal 10
Februari 2022, Kontrol Intern Cabang, Nama Jabatan : Auditor
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Junior Pemegang Jabatan : Fitrah Ramadhan

50. Fotocopy Temuan Hasil Audit Umum Bank Kalbar
Cabang Sintang dan Kantor Cabang Pembantu Halaman 42 sampai
44, Periode Audit Umum 01-08-2017 s.d 30-09-2018, Pelaksanaan
Audit : 15-10-2019 s.d 02-11- 2019, No. Surat tugas DAI/KP-
PMU/032 tanggal 5 Oktober 2018, Nomor urut 39

51. Fotocopy Temuan Hasil Audit Umum Bank Kalbar
Cabang Sintang dan Kantor Cabang Pembantu Halaman 42 sampai
45, Periode Audit Umum 31-10-2018 s.d 30-09-2019, Pelaksanaan
Audit : 21-10-2019 s.d 10-11-2019, No. Surat tugas DAI/KP-
PMU/033/2019 tanggal 17 Oktober 2019,Nomor urut 27

52. 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Kerja Audit Umum dan
Operasional Audit Work Plan Kantor Cabang Sintang Tahun 2018
53. 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Kerja Audit Umum dan
Operasional Audit Work Plan Kantor Cabang Sintang Tahun 2019
54, 1 (satu) bundel Standard Operating Procedure (SOP)
Audit Berbasis Resiko PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan
Barat, Buku | Lampiran SK Direksi : No. SK/211/DIR Tahun 2018
tanggal 8 November 2018

55. 1 (satu) bundel Standard Operating Procedure (SOP)
Audit Berbasis Resiko PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan
Barat, Buku Il Lampiran SK Direksi : No. SK/211/DIR Tahun 2018
tanggal 8 November 2018

56. Asli Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 33/2018
Tanggal 20 Maret 2018.

57. Asli Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor
32/2018 Tanggal 16 Maret 2018.

58. Fotocopy sesuai asli Surat Kuasa Membebankan Hak
Tanggungan Nomor : 09.- Tanggal 15 Februari 2018.

59. Fotocopy sesuai asli Surat Kuasa Membebankan Hak
Tanggungan Nomor: 10.- Tanggal 15 Februari 2018.

60. Fotocopy sesuai asli Surat Kuasa Membebankan Hak
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Tanggungan Nomor: 17.- Tanggal 17 Maret 2018.
61. Fotocopy sesuai asli Surat Kuasa Membebankan Hak

Tanggungan Nomor: 18.- Tanggal 15 Maret 2018.

62. Asli Akta Jual Beli Nomor :18/2018 Tanggal 09 Februari
2018.

63. Asli Akta Jual Beli Nomor : 17/2018 Tanggal 09 Februari
2018.

64. Asli Akta Jual Beli Nomor : 16/2018 Tanggal 09 Februari
2018.

65. Asli Sertifikat Hak Milik No : 889 Kel.Baning Kota
Kec.Sintang Kab. Sintang Provinsi Kalimantan Barat.

66. Asli  Sertifikat Hak Milik No.1175 Kel.Baning Kota
Kec.Sintang Kab.Sintang Provinsi.Kalimantan Barat.

67. Asli Sertifikat Hak Milik No : 05639 Kel.Kapuas Kanan
Hilir Kec.Sintang Kab.Sintang Provinsi. Kalimantan Barat.

68. Asli Sertifikat Hak Milik No:001 Kel. Kedabang Kec.
Sintang Kab. Sintang Provinsi. Kalimantan Barat.

69. Fotocopy Berita Acara Pengangkatan Sumpah Jabatan
PPAT Nomor: 640-103-41-2001 Tanggal 20 Februari Tahun 2002.
70. Fotocopy Petikan Keputusan Kepala Badan Pertanahan

Nasional Nomor : 25-1X-2001 Tentang Pengangkatan 430 (empat
ratus tiga puluh) Orang Pejabat Pembuat Akta Tanah dan
Penunjukan Daerah Kerjanya Tanggal 31 Desember 2001.
71. Fotocopy Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia Nomor : C-342.HT.03.01-Th.2001
Tentang Pengangkatan Notaris Tanggal 13 Agustus 2001.

72. Fotocopy Berita Acara Pengucapan Sumpah Jabatan
Tanggal 13 November 2001.
73. Printout dari Aplikasi Hak Tanggungan Badan

Pertanahan Nasional Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas
Permohonan : 7787/2023.
74. Printout dari Aplikasi Hak Tanggungan Badan
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Pertanahan Nasional Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas
Permohonan : 7786/2023.

75. Printout Surat Pengantar Akta Hak Tanggungan Nomor :
33/2018 Tanggal 20 Maret 2018.

76. Printout Surat Pengantar Akta Hak Tanggungan Nomor :
32/2018 Tanggal 16 Maret 2018.

77. Fotocopy minuta akta Surat Keterangan Notaris
Jainuddin, S.H., SpN, Nomor : B/11/1l/N/2018 tanggal 15 Februari
2018 (Cover Note) yang dilegalisir

78. Fotocopy minuta akta Perjanjian Kredit Nomor 08.-
tanggal 15 Februari 2018 yang dilegalisir

79. 1 (satu) bundel fotocopy serah terima dokumen
essentialia sebagai jaminan pada PT. Bank Pembangunan Daerah
Kalimantan Barat Cabang Sintang tanggal 15 Februari 2018

80. 1 (satu) bundel Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor
29/2015 dibuat oleh PPAT Sri Haslinda, S.H., M.Kn
81. 1 (satu) lembar fotocopy Surat nomor : STG-KC-

KRD/149/2019 tanggal 8 April 2019, perihal Penyelesaian
Tunggakan Hutang Kepada Negara Cg. Bank Kalbar Cabang
Sintang ke-ll

82. 1 (satu) lembar fotocopy Surat nomor : STG-KC-
KRD/213/2019 tanggal 10 Mei 2019, perihal Penyelesaian
Tunggakan Hutang Kepada Negara Cg. Bank Kalbar Cabang
Sintang ke-llI

83. 1 (satu) lembar fotocopy Surat nomor : STG-KC-
KRD/739/2019 tanggal 7 Oktober 2019, perihal Penyelesaian
Tunggakan Hutang Kepada Negara Cq. Bank Kalbar Cabang
Sintang ke-llI

84. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Syamsul
Haidir Tertanggal 15 Februari 2018 (tulis tangan)

85. 1 (satu) rangkap fotocopy sertifikat Hak Milik Nomor :
1175/Baning Kota Tanggal 10 juli 2001 an. Heru Santoso
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86. 1 (satu) lembar fotocopy NPWP Syamsul Haidir dan CV.
Jasa Aneka Sarana
87. 1 (satu) Lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)

an. Syamsul Haidir

88. 1 (satu) lembar fotocopy Surat permohonan
Pemblokiran Sertifikat tertanggal 12 April 2023

89. 1 (satu) lembar surat pemblokiran sertifikat nomor :
HP.02.01/181- 61.05/Vv/2023 tanggal 16 Mei 2023

90. 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Terima Dokumen
nomor berkas permohonan: 20318/2023 tanggal 24 Mei 2023

91. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Setor nomor
Berkas Permohonan 20318/2023 tanggal 24 Mei 2023 sebesar Rp.
50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

92. 1 (satu) rangkap fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor :
00135 an. Herman Susilo

93. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Syamsul Haidir
untuk melakukan pembayaran atas Sertifikat Hak Milik Nomor :
00135/Kedabang an. Herman Susilo setelah pencairan fasilitas
kredit di BPD Kalbar Cab. Sintang, bermaterai dan ditandatangani
oleh Syamsul haidir tanggal 24 Januari 2018

94. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan untuk meminjam uang /
mendapatkan fasilitas Kredit Modal Kerja pada PT.Bank
Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Cabang Sintang, tanpa
tanda tangan

95. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat No. KRD/KP-ADK/511
tanggal 30 Desember 2013 Perihal Ketentuan Batas Wewenang
Persetujuan Kredit dan Garansi Bank

96. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Direksi PT. Bank
Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Bank Kalbar nomor :
SK/245/DIR Tahun 2013 tentang Ketentuan Batas Wewenang
Pemberian Persetujuan Seluruh Jenis Kredit dan Garansi Bank PT.
Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat
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97. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tagihan dari CV. Jasa
Aneka Sarana, tujuan surat PT. Sherin Kapuas Raya, Shipmen ke 1,
tagihan Jasa Angkutan Batu bara dari PLTU Sanggau Sei Batu
menuju PLTU Sintang Sei Ringin, angkutan TB Satria Perkasa/TKG
Hasil Mandiri, Rp. 101.329.060, -

98. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tagihan dari CV. Jasa
Aneka Sarana, tujuan surat PT. Sherin Kapuas Raya, Shipmen ke 2,
tagihan Jasa Angkutan Batu bara dari PLTU Sanggau Sei Batu
menuju PLTU Sintang Sei Ringin, angkutan TB Win&Meisi/TKG
WWO01/GT.241, tagihan sejumlah Rp. 61.037.830, -

100. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tagihan dari CV. Jasa Aneka Sarana,
tujuan surat PT. Sherin Kapuas Raya, Shipmen ke 3, tagihan Jasa
Angkutan Batu bara dari PLTU Sanggau Sei Batu menuju PLTU
Sintang Sei Ringin, angkutan TB Mandiri Tugu-1l/TKG Perdana Jaya
Abadi 2, tagihan sejumlah Rp.195.508.652, -

101. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tagihan dari CV. Jasa Aneka Sarana,
tujuan surat PT. Sherin Kapuas Raya, Shipmen ke 4, tagihan Jasa
Angkutan Batu bara dari PLTU Sanggau Sei Batu menuju PLTU
Sintang Sei Ringin, angkutan TB Mandiri Tugu-1l/TKG Perdana Jaya
Abadi 2, tagihan sejumlah Rp.196.644.472, -

102. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tagihan dari CV. Jasa Aneka Sarana,
tujuan surat PT. Sherin Kapuas Raya, Shipmen ke 5, tagihan Jasa
Angkutan Batu bara dari PLTU Sanggau Sei Batu menuju PLTU
Sintang Sei Ringin, angkutan TB Mandiri Tugu-Il/TKG Perdana Jaya
Abadi 2, tagihan sejumlah Rp. 192.162.442, -

103. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tagihan dari CV. Jasa Aneka Sarana,
tujuan surat PT. Sherin Kapuas Raya, Shipmen ke 6, tagihan Jasa
Angkutan Batu bara dari PLTU Sanggau Sei Batu menuju PLTU
Sintang Sei Ringin, angkutan TB Mandiri Tugu-Il/TKG Perdana Jaya
Abadi 2, tagihan sejumlah Rp. 209.143.025, -
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104. Fotocopy kutipan Surat Keputusan Direksi Bank Kalbar Nomor:
SK/36/DIR TAHUN 2022 tentang mutase dan Promosi Pegawai
Tetap, berikut Job Description Divisi Credit Recovery Bank Kalbar

105. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Keputusan Bank Kalbar Nomor :
SK/143/DIR Tahun 2021 tentang Standar Operating Procedure
(SOP) Penyelesaian Kredit Bermasalah PT.Bank Pembangunan
Daerah Kalimantan Barat

106.1(satu) Bundel Fotocopy  Surat Nomor KP.DCR-
PKBH/SRT102/2023 tanggal 6 Maret 2023 Perihal Rekomendasi
Penyelesaian Kredit Bermasalah
107. Fotocopy Surat Nomor : STG/KC-KRD/126/2023 tanggal
6 Maret 2023 Perihal Monitoring Debitur NPL dan HB Cabang
Sintang Posisi bulan Februari 2023
108. Fotocopy Surat Nomor: DCR/KP-PKBH/717/2022 tanggal
7 Desember 2022 Perihal Kinerja Penyelesaian Kredit Non
Permorming Loan (NPL) dan Hapus Buku (HB) Posisi November
Tahun 2022

109. 2 (dua) lembar fotocopy Standar Operating Procedure (SOP) Kredit
Khusus Nomor SK Direksi : SK/366A/DIR Tahun 2019 tanggal
2 Desember 2019 tentang Penyelesaian Kredit Bermasalah dan
Hapus Buku PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat

110. 1 (satu) Bundel Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik
Indonesia Nomor : 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas
Aset Bank Umum
111. Kronologis atas Sertifikat Hak Milik dari: Hak Milik
1175/BaningKota/2001,HM.889/BaningKota/1999;HM.135/Kedabang/
2016;HM.5639/Kakahi/2014
112. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No. 00135 Kel.
Kedabang Kec. Sintang Kab. Sintang
113. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No. 889 Desa Baning
Kota Kec. Sintang Kab. Sintang
114. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No. 05639 Kel. Kapuas
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Kanan hili Kec. Sintang Kab. Sintang

115. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No. 05811 Kel. Kapuas
Kanan Hilir Kecamatan Sintang Kab. Sintang

116. Printout Screeenshoot Penelusuran Informasi Berkas
Permohonan No: 7786/2023, Kantor Pertanahan  Kabupaten
Sintang, dari Aplikasi Komputerisasi Kantor Pertanahan

117. Printout Screeenshoot Penelusuran Informasi Berkas
Permohonan No.: 7787/2023, Kantor Pertanahan Kabupaten
Sintang, dari Aplikasi Komputerisasi Kantor Pertanahan

118. Printout Screeenshoot Penelusuran Hak Milik No.
14050908.1.00889, dari Aplikasi Komputerisasi Kantor Pertanahan
119. Printout Screeenshoot Penelusuran Hak Milik No.
14050902.1.05639, dari Aplikasi Komputerisasi Kantor Pertanahan
120. Printout Screeenshoot Penelusuran Hak Milik No.
14050920.1.00135, dari Aplikasi Komputerisasi Kantor Pertanahan
121. Printout Screeenshoot Penelusuran Hak Milik No.:
14050908.1.01175, dari Aplikasi Komputerisasi Kantor Pertanahan
122. 1(satu) eksemplar Asli Surat Perjanjian Perpanjangan
Sewa-Menyewa No0.002/02-PERPANJANG/I/PJA-SH/2018

123. 1(satu) lembar Laporan Laba/Rugi CV.Jasa Aneka
Sarana Per Tanggal 1 Januari 2016,2017 dan 2018 s/d 31
Desember 2016, 2017 dan 31 Januari 2018

124. 1(satu) lembar Neraca CV.Jasa Aneka Sarana per
Tanggal 31 Des 2016, 2017, dan 31 Januari 2018

125. 1(satu) lembar Daftar Rincian Transaksi CV.Jasa Aneka
Sarana per Tanggal 01 Januari 2018 s/d 30 April 2018

126. 1(satu) eksemplar Perjanjian Kerjasama Angkutan Batu

Bara Tanggal 12 Desember 2017

127. 1(satu) eksemplar Surat Tagihan jasa Angkutan Shipmen
3 Tanggal 01 — 12 Februari 2018
128. 1(satu) eksemplar Surat Tagihan jasa Angkutan Shipmen

4 Tanggal 16 — 26 Februari 2018

Halaman 29 dari 51 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PT PTK

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

129. 1(satu) eksemplar Surat Tagihan jasa Angkutan Shipmen
5 Tanggal 28 Februari 2018 — 15 Maret 2018

130. 1(satu) eksemplar Daftar Rincian Transaksi periode 18
Januari 2019 — 17 Maret 2019

131. 1(satu) lembar Invoice Nomor : 002/PJA/II/2018
Tanggal : 27 Februari 2018

132. 1(satu) lembar Form Aplikasi Setoran Tanggal 29 Juni

2018 dengan nominal Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah)
dengan penerima CV.Jasa Aneka Sarana

133. 1(satu) eksemplar Invoice pembelian minyak solar
Tanggal 29 Januari 2018

134. 1(satu) eksemplar Invoice pembelian minyak solar
Tanggal 09 Januari 2018

135. 1(satu) eksemplar Invoice pembelian minyak solar
Tanggal 05 Januari 2018

136. 1(satu) eksemplar Tanda Terima Invoice Tanggal 28
Februari 2018

137. 1(satu) eksemplar Surat Keberangkatan di Perairan
Pedalaman Nomor: 33/5/30/Dishub Tanggal 10 Januari 2018

138. 1(satu) eksemplar Surat Keberangkatan di Perairan

Pedalaman Nomor: 5513/10/Dishub-LLASDP/2018 Tanggal 19
Januari 2018

139. 1 (satu) lembar Surat Perihal Mutasi/Rotasi Pegawai Nomor:
STG/KCPeg Tanggal 16 Januari 2019 tanpa tandatangan

140. 2 (dua) lembar job description/uraian tugas/pekerjaan pegawal

141. 1 (satu) bundel dokumen Standard Operating Procedure (SOP)
Kredit Modal Kerja (KMK) PT.Bank Pembangunan Daerah
Kalimantan Barat (tanpa halaman 25)

142. 1 (satu) bundle fotocopy Laporan Kunjungan Setempat CV.Jasa

Aneka Sarana Tanggal 13 Februari 2018

143. 1 (satu) bundle fotocopy dokumen formulir permohonan kredit

produktif CV.Jasa Aneka Sarana Tanggal 05 Februari 2018
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144, 1 (satu) eksemplar printout customer facility opening CV.Jasa
Aneka Sarana oleh Bank Kalbar

145. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Notaris dan PPAT Jainuddin,
SH., SpN Nomor : B/11/1I/N/2018 Tanggal 15 Februari 2018

146. 13 (tiga belas) lembar aksesoris kredit CV. Jasa Aneka
Sarana
147. 3 (tiga) lembar Fotocopy Kutipan Surat Keputusan

Direksi Nomor : SK/182/DIR Tahun 2016 tentang Mutasi dan
Promosi Pegawai Tetap Tanggal 19 Juli 2016
148. 3 (tiga) lembar Job Description Kasi Kredit
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam
perkara Terdakwa a.n RIO JULIANTO BARYADI, S.T. Bin BARYADI
8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp7.500,00
(tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membaca Akta Pernyataan Banding Nomor 11/Akta.Pid-TPK/2024/PN
Ptk Jo Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk tanggal 28 Oktober 2024 yang
dibuat Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri
Pontianak yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 28 Oktober
2024 Jaksa/ Penuntut Umum telah mengajukan permintaan Banding
terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Negeri Pontianak Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk. tanggal 22 Oktober
2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat
oleh Juru Sita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri
Pontianak yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 4 November
2024, permintaan banding Jaksa/ Penuntut Umum tersebut telah
diberitahukan kepada Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Akta Pernyataan Banding Nomor 11/Akta.Pid-TPK/2024/PN
Ptk Jo Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk tanggal 28 Oktober 2024 yang
dibuat Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri
Pontianak yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 28 Oktober
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2024 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan Banding
terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Negeri Pontianak Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk. tanggal 22 Oktober
2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat
oleh Juru Sita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri
Pontianak yang menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 1 November
2024, permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah
diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum;

Membaca Tanda Terima Memori Banding Nomor 11/Akta.Pid-
TPK/2024/PN Ptk Jo Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk tanggal 4
November 2024 yang dibuat Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan bahwa pada hari
Senin tanggal 4 November 2024 Jaksa/ Penuntut Umum telah menyerahkan
Memori Banding tertanggal 30 Oktober 2024 terhadap Putusan Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor
38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk. tanggal 22 Oktober 2024;

Membaca Memori Banding tanggal 30 Oktober 2024 yang diajukan
oleh Jaksa/ Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak pada hari Senin
tanggal 30 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada
Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat pada hari
Senin tanggal 30 Oktober 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan/ Penyerahan Memori Banding yang
dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Negeri Pontianak yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 5
November 2024, permintaan banding jaksa/ Penuntut Umum tersebut telah
diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Tanda Terima Memori Banding Nomor 11/Akta.Pid-
TPK/2024/PN Ptk Jo Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk tanggal 5
November 2024 yang dibuat Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan bahwa pada hari
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Selasa tanggal 5 November 2024 Penasihat Hukum Terdakwa telah
menyerahkan Memori Banding tertanggal 5 November 2024 terhadap
Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri
Pontianak Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk. tanggal 22 Oktober 2024;

Membaca Memori Banding tanggal 5 November 2024 yang diajukan
oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak pada hari Selasa
tanggal 5 November 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada
Terdakwa/Penasehat Hukumnya pada hari Senin tanggal 5 November 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara

yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Pontianak pada hari Senin tanggal 4 November 2024
kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan kepada Jaksa/ Penuntut Umum
pada hari Jumat tanggal 1 November 2024 untuk itu telah diberi kesempatan
mempelajari berkas perkara tersebut dalam tempo 7 (tujuh) hari sejak
pemberitahuan diterima;

Membaca tanda terima Kontra Memori Banding tanggal 15 November
2024 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang telah diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri
Pontianak tanggal 18 November 2024 dan telah diserahkan salinan
resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 20 November
2024,

Menimbang, bahwa permohonan banding Penuntut Umum Dn
Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata
cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang sebagaimana
dalam ketentuan Pasal 233 jo Pasal 67 Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka
permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut secara formal dapat
diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan
memori banding yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :
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1. Pidana yang dijatuhkan dalam perkara a quo dipandang terlalu rendah
dan tidak sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum.

2. Pidana yang dijatuhkan belum memberikan efek jera bagi Terdakwa
dan dirasa belum memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan
memori banding yang pada pokoknya berisi bahwa MAJELIS HAKIM
TINGKAT PERTAMA didalam membuktikan unsur-unsur dari tindak pidana
yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidair, Tidak Disertai Dengan
Pertimbangan-pertimbangan yang memuat Alasan dan Dasar Hukum yang
Tepat dan Benar Karena Tidak Didasarkan dan Tidak Bersesuaian serta
Bertentangan dengan Fakta-fakta yang sesungguhnya yang diperoleh dari
Hasil Pemeriksaan Persidangan terhadap SAKSI-SAKSI dan AHLI serta
Bukti Surat dan/atau Barang Bukti dan Bertentangan Dengan Akal Sehat
(common sense),

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan
kontra memori banding atas memori banding yang diajukan oleh Penasihat
Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menolak semua dalil dalil yang
diajukan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori Bandingnya.

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengajukan eksepsi pada
persidangan tingkat pertama dan majelis hakim pertama telah
memberikan Putusan Sela pada tanggal 28 Juni 2024 yang pada pokoknya
menyatakan Keberatan/Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat
diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding
mempelajari memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara
beserta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 38/Pid.sus-TPK/2024/PN Ptk. Tanggal
22 Oktober 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan
pertimbangan putusan sela yang telah dinyatakan oleh Majelis hakim
pertama, maka pertimbangan tersebut dapat di setujui oleh Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi dan di jadikan dasar dan alasan hukum dalam memutus
perkara ini:
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Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
mempelajari, memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara
beserta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Ptk
tanggal 22 Oktober 2024 dan telah membaca, memperhatikan Memori
Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum
Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa
pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya
berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai
pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus
perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai lama pidana dan denda
yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tindak pidana korupsi yang dilakukan saksi
SYAMSUL HAIDIR selaku Direktur CV. JAS ketika saksi mengajukan Kredit
Modal Kerja (KKM) ke Bank Kalbar cabang Sintang pada tahun 2017
sebesar Rp.2.000.000.000,00 (Dua milyard rupiah) dengan disertai jaminan
berupa 4 buah sertifikat dimana pada saat itu Terdakwa DIYAN RIZALDI
menjabat sebagai Kepala Seksi Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah
Kalimantan Barat (Bank Kalbar) Cabang Sintang .

Menimbang, bahwa ketika saksi SYAMSUL HAIDIR selaku Direktur
CV JAS mengajukan Kredit Modal Kerja ke PT. Bank Pembangunan Daerah
Kalimantan Barat (Bank Kalbar) Cabang Sintang, Terdakwa sebagai Kepala
Seksi Kredit telah bertindak tidak profesional antara lain yaitu :

- Bahwa Formulir Pengajuan Kredit tidak ditandatangani oleh

Komanditer CV JAS yaitu Saksi ABDUL KHAIR HERO yang kemudian

di ketahui telah di palsu oleh saksi SYAMSUL HAIDIR sebagaimana

Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat

Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal POLRI No. Lab

4250/DCF/2023 tanggal 20 November 2023 yang menyatakan bahwa

tanda tangan saksi ABDUL KHAIR HERO pada formulir permohonan
kredit produktif Bank Kalbar atas CV. JAS tidak identik dengan tanda
tangan Saksi ABDUL KHAIR HERO pada dokumen lain.
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- Bahwa pada saat pencairan kredit saksi ABDUL KHAIR HERO
selaku komanditer CV JAS tidak ikut hadir
- Bahwa Terdakwa DIYAN RIZALDI selaku Kasi Kredit memberi
saran bahwa jika Saksi HERU SANTOSO mengizinkan maka jaminan
tersebut bisa digunakan untuk menambah kekurangan objek jaminan
Saksi SYAMSUL HAIDIR, dengan catatan pada saat pencairan Kredit
Modal Kerja (KMK) CV. JAS langsung dipotong otomatis. Hal mana
perbuatan Terdakwa DIYAN RIZALDI tersebut bertentangan dengan
SOP tentang Kredit Korporasi dan Komersil Bank Kalbar No. SK
Direksi: SK/224/DIR Tahun 2013 tanggal 23 Desember 2013 Sub Bab
7 dan bertentangan dengan SOP Perkreditan Bank Kalbar No. SK
Direksi : SK/224/Dir Tahun 2013 tanggal 23 Desember 2013 terkait
Prosedur Penilaian Agunan.
- Bahwa sekitar tahun 2023 Terdakwa DIYAN RIZALDI sempat
beberapa kali datang kepada saksi ABDUL KHAIR HERO untuk
memohon agar Saksi ABDUL KHAIR HERO selaku komanditer CV.
JAS di Tahun 2018 menandatangani surat persetujuan pengajuan
permohonan kredit oleh CV. JAS namun saksi ABDUL KHAIR HERO
tidak menandatangani surat tersebut;
- Bahwa sampai saat ini kredit senilai Rp.2.000.000.000,00
belum lunas/macet dan 4 (empat) SHM yang dijadikan jaminan atas
kredit yang diajukan oleh saksi SYAMSUL HAIDIR tersebut belum
bisa di lelang karena belum ada APHT (Akta Pemberian Hak
Tanggungan).
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut diatas, Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat Terdakwa DIYAN RIZALDI telah
melakukan tindakan tidak professional dan tidak menggunakan prinsip
kehati-hatian  yang  mengakibatkan  kerugian  Negara  sejumlah
Rp.2.000.000.000,00 (dua miyar rupiah) dan menguntungkan saksi
SYAMSUL HAIDIR.
Menimbang, bahwa kedatangan Terdakwa DIYAN RIZALDI ketempat
saksi ABDUL KHAIR HERO selaku Komanditer CV JAS untuk minta tanda
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tangan sedang diketahui bahwa kredit saksi SYAMSUL HAIDIR dalam posisi
macet, menunjukkan bahwa Terdakwa DIYAN RIZALDI mengetahui ada
prosedur yang tidak benar dalam pengajuan kredit a quo.

Menimbang, bahwa penjatuhan tindak pidana korupsi merupakan
extra ordinary crime, maka penjatuhan pidana kepada para pelaku haruslah
yang bisa membuat jera, agar orang lain bisa bersikap hati hati dan
professional dalam menjalankan jabatannya terutama yang bergerak dalam
pengelolaan keuangan Negara/daerah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan
tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat akan
menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa DIYAN
RIZALDI sebagaimana akan di sebutkan dalam amar putusan perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam
memori bandingnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat telah di
pertimbangkan sebagaimana pertimbangan tersebut diatas dan terhadap
keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat telah di pertimbangkan dengan benar
dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah
dan dijatuhi pidana serta berstatus sebagai tahanan Rumah Tahanan
Negara, maka sesuai dengan Pasal 242 juncto Pasal 193 ayat (2) huruf b
KUHAP, Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap berada dalam
tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya
Terdakwa berada dalam tahanan diperhitungkan dan dikurangkan dari
pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah
dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya
perkara dalam kedua tingkat pengadilan.

Memperhatikan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah
dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang
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Perubahan atas Undang undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1
KUHPidana, Pasal 193 ayat (1) dan (2) hurup b Undang undang Republik
Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang undang Nomor 46
Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsijuncto Pasal 6 ayat
(2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;
MENGADILL:
- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan
Penasihat Hukum Terdakwa

- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk
tanggal 22 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut sekedar
mengenai pidana penjara dan denda yang di jatuhkan kepada Terdakwa
sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini:
1. Menyatakan Terdakwa DIYAN RIZALDI, S.Kom Bin
ABDURACHMAN ISMAIL tidak terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan Tindak Pidana pada Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari Dakwaan Primair
tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa DIYAN RIZALDI, S.Kom Bin
ABDURACHMAN ISMAIL terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan Tindak Pidana “Korupsi secara Bersama sama”
sebagaimana Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa DIYAN
RIZALDI, S.Kom Bin ABDURACHMAN ISMAIL tersebut, dengan
Pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila
Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan
pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
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6. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

7. Menetapkan barang bukti berupa
1) Asli dokumen Formulir Permohonan Kredit Produktif
(calon Debitur Badan Usaha) CV. Jasa Aneka Sarana tanggal 5
Februari 2018 berikut lampirannya
2) Asli dokumen Analisa Kredit berupa Laporan Kunjungan
Setempat (LKS) tertanggal nomor NAK 012, tanggal NAK 13
Februari 2018 berikut lampirannya
3) 4 (empat) lembar fotocopy Kutipan Keputusan Direksi No
: DIR/SK- 58/2023 tanggal 3 April 2023 tentang Mutasi dan
Promosi Pegawai Tetap PT. Bank Pembangunan Daerah
Kalimantan Barat an. Eka Prasetia berikut job description
4) 3 (tiga) lembar fotocopy Kutipan Surat keputusan Direksi
No.: SK/42/DIR/TAHUN 2017 tanggal 20 Februari 2017 tentang
Mutasi dan Promosi Pegawai tetap an. Aswandi Ali
5) 2 (dua) lembar fotocopy Pengiriman Berita Via Faxcimile,
No. : SDM/KW- 266/2017 tanggal 1 Maret 2017
6) 3 (tiga) lembar fotocopy Kutipan Keputusan Ddireksi
No. : SK/68/DIR TAHUN 2018 tanggal 8 Maret 2018 tentang
Mutasi dan Promosi Pegawai Tetap an. Achmad Baragbah
7) 1 (satu) lemabr fotocopy Berita Acara Serah Terima
Jabatan Pimpinsn Kantor Bank Kalbar Cabang Sintang nomor :
STG/KCBA/039/2017 tanggal 3 Maret 2017
8) 1 (satu) lembar fotocopy Surat No.STG-KC-Peg/239
tanggal 20 November 2015 Perihal Mutasi/Rotasi Pegawai an.
Rio Julianto
9) 1 (satu) lembar fotocopy Surat No. STG/KC-Peg/ tanggal
16 Januari 2019 Perihal Mutasi/Rotasi Pegawai an. Rio Julianto
10) 3 (tiga) lembar fotocopy Surat keputusan No : SK/28/DIR
TAHUN 2019 tanggal 7 Februari 2019 tentang Pemberhentian
atas permintaan sendiri sebagai pegawai tetap dengan hak
pension ditunda Sdr. Rio Julianto Baryadi
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11) 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keputusan No : SK/27/DIR
TAHUN 2019 tanggal 7 Februari 2019 tentang Penilaian Prestasi
Kerja dan potensi Pegawai Periode Januari 2018 s/d Desember
2018 dan Kenaikan Gaji Pokok atas nama Rio Julianto Baryadi
12) 2 (dua) lembar fotocopy Job Description/Uraian
Tugas/Pekerjaan Pegawai, an. Kristian Dinata Batubara (Legal
Review) tanggal 1 Desember 2016

13) 1 (satu) bundel fotocopy Standard Oparating Procedure
(SOP) Kredit modal Kerjas (KMK) Bank Kalbar No. SK Direksi :
SK/35/DIR TAHUN 2017 tanggal 3 Februari 2017

14) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Direksi Bank
Kalbar No : SK/113/DIR TAHUN 2015 tentang Pedoman
Perhitungan dan Format Analisa Kredit Produktif Bank Kalbar

15) 1 (satu) bundel fotocopy Standard Operating Procedure
(SOP) Perkreditan tentang kredit Konsumsi No. SK. Direksi :
SK/224/Dir Tahun 2013 tanggal 23 Desember 2013

16) 1 (satu) bundel fotocopy Buku Pedoman Perusahaan
(BPP) Perkreditan tentang Kredit Konsumsi No. SK. Direksi :
SK/224/Dir Tahun 2013 tanggal 23 Desember 2013

17) 1 (satu) bundel fotocopy Standar Operating Procedure
(SOP) Perkreditan tentang Kredit Korporasi dan Komersil No.
SK. Direksi : SK/224/Dir Tahun 2013 tanggal 23 Desember 2013
18) 1 (satu) bundel fotocopy Buku Pedoman Perusahaan
(BPP) Perkreditan tentang Kredit Korporasi dan Komersil No.
SK. Direksi : Sk/224/Dir Tahun 2013 tanggal 23 Desember 2013
19) 1 (satu) bundel fotocopy Buku Pedoman Perusahaan
(BPP) Perkreditan tentang Kredit mikro dan Kecil No. SK Direksi
: SK/224/Dir Tahun 2013 tanggal 23 Desember 2013

20) 1 (satu) bundel fotocopy Standar Operating Procedure
(SOP) Perkreditan tentang Kredit mikro dan Kecil No. SK
Direksi : SK/224/Dir Tahun 2013 tanggal 23 Desember 2013

21) 1 (satu) bundel fotocopy form kosong : formulir
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Permohonan Kredit Produktif (Calon Debitur Badan Usaha)

22) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Direksi Bank
Kalabr No. : SK/24/Dir Tahun 2016 tanggal 29 Januari
2016tentang Ketentuan Batas Wewenang Pemberian
Persetujuan Seluruh Jenis KRedit dan Garansi Bank PT. Bank
Pembangunan Daerah Kalimantan Barat

23) 4 (empat) lembar fotocopy BPP Perkreditan Kebijakan
dan Prosedur Perkreditan Buku Il Sub Sub Bab Penilaian
Jaminan, tanggal berlaku 13 April 1999

24) 5 (lima) lembar fotocopy Lampiran NAK : Formulir
Evaluasi Jaminan tertanggal 9 Juni 2015, an. Debitur Heru
Santoso, Jenis dan Lokasi Jaminan : Sebidang Tanah berikut
bangunan ruko diatasnya SHM No. 1175 diterbitkan tanggal 16
Juli 2001 terletak di JI. Lintas Melawi Rt 020 Rw 002 Desa
Baning Kota Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang

25) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Bank Kalbar Cabang
Sintang Perihal Komitmen Saudara Jainuddin, S.H.,
SpN Terhadap penyelesaian Perjanjian Kredit Notarial dan
Pengikatan Jaminan Kredit di Bank Kalbar Cabang Sintang

26) 1 (satu) lembar Fotocopy Printout Rekening Kredit
an.Jasa Aneka Sarana CV. No. Rekening 4032002299 Periode :
01/01/2018 s/d 31/12/2018

27) 1 (satu) lembar Fotocopy Printout Rekening Kredit
an.Jasa Aneka Sarana CV. No. Rekening 4032002299 Periode :
01/01/2019 s/d 31/12/2019

28) 1 (satu) bundel Fotocopy Standard Operating Procedure
(SOP) Kredit Khusus Tentang Penyelesaian Kredit Bermasalah
dan Hapus Buku PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan
Barat No.SK Direksi: SK/336A/DIR Tahun 2019 Tanggal 2
Desember 20191 (satu) bundel Fotocopy Standard Operating
Procedure (SOP) Perkreditan Tentang Kredit Korporasi dan
Komersil No.SK Direksi: SK/224/DIR Tahun 2013 Tanggal 23
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Desember 2013.

29) 1 (satu) bundel BPP Perkreditan Kebijakan dan Prosedur
Perkreditan

30) 1 (satu) lembar Rekap Setoran Kredit CV. Jasa Aneka
Sarana

31) 1 (satu) bundel Foto Copy Akta Jual Beli Nomor: 16/2018
dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
Jainuddin,SH.,SpN

32) 1 (satu) bundel Foto Copy Akta Jual Beli Nomor: 17/2018
dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
Jainuddin,SH.,SpN

33) 1 (satu) bundel Foto Copy Akta Jual Beli Nomor: 18/2018
dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
Jainuddin,SH.,SpN

34) 1 (satu) bundel Fotocopy Laporan Hasil Pembicaraan
Dengan Debitur/Pihak Ketiga (Call Memo) Tanggal 30 November
2022

35) 1 (satu) bundel Fotocopy Laporan Hasil Pembicaraan
Dengan Debitur/Pihak Ketiga (Call Memo) Tanggal 31 Januari
2023

36) 1 (satu) bundel Fotocopy Laporan Hasil Pembicaraan
Dengan Debitur/Pihak Ketiga (Call Memo) Tanggal 21 Desember
2022

37) 1 (satu) bundel Fotocopy Laporan Hasil Pembicaraan
Dengan Debitur/Pihak Ketiga (Call Memo) Tanggal 20 Januari
2023

38) 1 (satu) bundel Fotocopy Laporan Hasil Pembicaraan
Dengan Debitur/Pihak Ketiga (Call Memo) Tanggal 30 November
2022

39) 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Pemberitahuan
Tunggakan CV. Jasa Aneka Sarana

40) 1 (satu) bundel Fotocopy Laporan Hasil Analisa CV. Jasa
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Aneka Sarana

41) 1 (satu) bundel Laporan Informasi Keuangan Debitur an.
Syamsul Haidir (Direktur CV. Jasa Aneka Sarana)

42) 1 (satu) Bundel Fotocopy Kutipan Surat Keputusan
Direksi Nomor: SK/183/DIR Tahun 2022 Tentang Mutasi dan
Promosi Pegawai Tetap PT. Bank Pembangunan Daerah
Kalimantan Barat Tanggal 29 Agustus 2022

43) 1 (satu) bundel Fotocopy Standard Operating Procedure
(SOP) Kredit Modal Kerja (KMK) PT. Bank Pembangunan
Daerah Kalimantan Barat

44) 1 (satu) bundel Dokumen Persyaratan Kredit dan
Formulir Permohonan Kredit CV.Jasa Aneka Sarana Tanggal 5
Februari 2018

45) 1 (satu) bundel Dokumen Akta Perjanjian Kredit Nomor :
08.- Tanggal 15 Februari 2018 dikeluarkan oleh Notaris
Jainuddin,SH.,SpN

46) 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Komitmen Penyelesaian
Perjanjian Kredit Notarial dan Pengikaran Jaminan Kredit di Bank
Kalbar Cabang Sintang Nomor : KC.STG-KRD/SRT-223/2023
Tanggal 6 April 2023

47) 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Komitmen Penyelesaian
Perjanjian Kredit Notarial dan Pengikaran Jaminan Kredit di Bank
Kalbar Cabang Sintang Nomor : KC.STG-KRD/SRT-219/2023
Tanggal 6 Maret 2023

48) Fotocopy Kutipan Surat Keputusan Direksi nomor:
SK/42/DIR TAHUN 2017 tanggal 20 Februari 2017 tentang
Mutasi dan Promosi Pegawai Tetap an. Fitrah Ramadhan, berikut
lampiran

49) Struktur Organisasi & Job Description-2022 tertanggal 10
Februari 2022, Kontrol Intern Cabang, Nama Jabatan : Auditor
Junior Pemegang Jabatan : Fitrah Ramadhan

50) Fotocopy Temuan Hasil Audit Umum Bank Kalbar
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Cabang Sintang dan Kantor Cabang Pembantu Halaman 42
sampai 44, Periode Audit Umum 01-08-2017 s.d 30-09-2018,
Pelaksanaan Audit : 15-10-2019 s.d 02-11- 2019, No. Surat
tugas DAI/KP-PMU/032 tanggal 5 Oktober 2018, Nomor urut 39
51) Fotocopy Temuan Hasil Audit Umum Bank Kalbar
Cabang Sintang dan Kantor Cabang Pembantu Halaman 42
sampai 45, Periode Audit Umum 31-10-2018 s.d 30-09-2019,
Pelaksanaan Audit : 21-10-2019 s.d 10-11-2019, No. Surat tugas
DAI/KP-PMU/033/2019 tanggal 17 Oktober 2019,Nomor urut 27
52) 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Kerja Audit Umum dan
Operasional Audit Work Plan Kantor Cabang Sintang Tahun 2018
53) 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Kerja Audit Umum dan
Operasional Audit Work Plan Kantor Cabang Sintang Tahun 2019
54) 1 (satu) bundel Standard Operating Procedure (SOP)
Audit Berbasis Resiko PT. Bank Pembangunan Daerah
Kalimantan Barat, Buku | Lampiran SK Direksi : No. SK/211/DIR
Tahun 2018 tanggal 8 November 2018

55) 1 (satu) bundel Standard Operating Procedure (SOP)
Audit Berbasis Resiko PT. Bank Pembangunan Daerah
Kalimantan Barat, Buku Il Lampiran SK Direksi : No. SK/211/DIR
Tahun 2018 tanggal 8 November 2018

56) Asli Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 33/2018
Tanggal 20 Maret 2018.

57) Asli Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor
32/2018 Tanggal 16 Maret 2018.

58) Fotocopy sesuai asli Surat Kuasa Membebankan Hak
Tanggungan Nomor : 09.- Tanggal 15 Februari 2018.

59) Fotocopy sesuai asli Surat Kuasa Membebankan Hak
Tanggungan Nomor: 10.- Tanggal 15 Februari 2018.

60) Fotocopy sesuai asli Surat Kuasa Membebankan Hak
Tanggungan Nomor: 17.- Tanggal 17 Maret 2018.

61) Fotocopy sesuai asli Surat Kuasa Membebankan Hak
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Tanggungan Nomor: 18.- Tanggal 15 Maret 2018.
62) Asli Akta Jual Beli Nomor :18/2018 Tanggal 09 Februari

2018.
63) Asli Akta Jual Beli Nomor : 17/2018 Tanggal 09 Februari
2018.
64) Asli Akta Jual Beli Nomor : 16/2018 Tanggal 09 Februari
2018.

65) Asli Sertifikat Hak Milik No : 889 Kel.Baning Kota
Kec.Sintang Kab. Sintang Provinsi Kalimantan Barat.

66) Asli - Sertifikat Hak Milik No0.1175 Kel.Baning Kota
Kec.Sintang Kab.Sintang Provinsi.Kalimantan Barat.

67) Asli Sertifikat Hak Milik No : 05639 Kel.Kapuas Kanan
Hilir Kec.Sintang Kab.Sintang Provinsi. Kalimantan Barat.

68) Asli Sertifikat Hak Milik No:001 Kel. Kedabang Kec.
Sintang Kab. Sintang Provinsi. Kalimantan Barat.

69) Fotocopy Berita Acara Pengangkatan Sumpah Jabatan
PPAT Nomor: 640-103-41-2001 Tanggal 20 Februari Tahun 2002.
70) Fotocopy Petikan Keputusan Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor : 25-1X-2001 Tentang Pengangkatan 430 (empat
ratus tiga puluh) Orang Pejabat Pembuat Akta Tanah dan
Penunjukan Daerah Kerjanya Tanggal 31 Desember 2001.

71) Fotocopy Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia Nomor : C-342.HT.03.01-Th.2001
Tentang Pengangkatan Notaris Tanggal 13 Agustus 2001.

72) Fotocopy Berita Acara Pengucapan Sumpah Jabatan
Tanggal 13 November 2001.

73) Printout dari Aplikasi Hak Tanggungan Badan
Pertanahan Nasional Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas
Permohonan : 7787/2023.

74) Printout dari Aplikasi Hak Tanggungan Badan
Pertanahan Nasional Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas
Permohonan : 7786/2023.
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75) Printout Surat Pengantar Akta Hak Tanggungan Nomor :
33/2018 Tanggal 20 Maret 2018.

76) Printout Surat Pengantar Akta Hak Tanggungan Nomor :
32/2018 Tanggal 16 Maret 2018.

77) Fotocopy minuta akta Surat Keterangan Notaris
Jainuddin, S.H., SpN, Nomor : B/11/II/N/2018 tanggal 15
Februari 2018 (Cover Note) yang dilegalisir

78) Fotocopy minuta akta Perjanjian Kredit Nomor 08.-
tanggal 15 Februari 2018 yang dilegalisir

79) 1 (satu) bundel fotocopy serah terima dokumen
essentialia sebagai jaminan pada PT. Bank Pembangunan
Daerah Kalimantan Barat Cabang Sintang tanggal 15 Februari
2018

80) 1 (satu) bundel Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor
29/2015 dibuat oleh PPAT Sri Haslinda, S.H., M.Kn

81) 1 (satu) lembar fotocopy Surat nomor : STG-KC-
KRD/149/2019 tanggal 8 April 2019, perihal Penyelesaian
Tunggakan Hutang Kepada Negara Cqg. Bank Kalbar Cabang
Sintang ke-ll

82) 1 (satu) lembar fotocopy Surat nomor : STG-KC-
KRD/213/2019 tanggal 10 Mei 2019, perihal Penyelesaian
Tunggakan Hutang Kepada Negara Cg. Bank Kalbar Cabang
Sintang ke-llI

83) 1 (satu) lembar fotocopy Surat nomor : STG-KC-
KRD/739/2019 tanggal 7 Oktober 2019, perihal Penyelesaian
Tunggakan Hutang Kepada Negara Cq. Bank Kalbar Cabang
Sintang ke-llI

84) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Syamsul
Haidir Tertanggal 15 Februari 2018 (tulis tangan)

85) 1 (satu) rangkap fotocopy sertifikat Hak Milik Nomor :
1175/Baning Kota Tanggal 10 juli 2001 an. Heru Santoso

86) 1 (satu) lembar fotocopy NPWP Syamsul Haidir dan CV.
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Jasa Aneka Sarana

87) 1 (satu) Lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)

an. Syamsul Haidir

88) 1 (satu) lembar fotocopy Surat permohonan

Pemblokiran Sertifikat tertanggal 12 April 2023

89) 1 (satu) lembar surat pemblokiran sertifikat nomor :

HP.02.01/181- 61.05/V/2023 tanggal 16 Mei 2023

90) 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Terima Dokumen

nomor berkas permohonan: 20318/2023 tanggal 24 Mei 2023

91) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Setor nomor

Berkas Permohonan 20318/2023 tanggal 24 Mei 2023 sebesar

Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

92) 1 (satu) rangkap fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor :

00135 an. Herman Susilo

93) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Syamsul Haidir

untuk melakukan pembayaran atas Sertifikat Hak Milik Nomor :

00135/Kedabang an. Herman Susilo setelah pencairan fasilitas

kredit di BPD Kalbar Cab. Sintang, bermaterai dan

ditandatangani oleh Syamsul haidir tanggal 24 Januari 2018

94) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan untuk meminjam uang

/ mendapatkan fasilitas Kredit Modal Kerja pada PT.Bank
Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Cabang Sintang,

tanpa tanda tangan

95) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat No. KRD/KP-ADK/511

tanggal 30 Desember 2013 Perihal Ketentuan Batas Wewenang

Persetujuan Kredit dan Garansi Bank

96) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Direksi PT. Bank

Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Bank Kalbar nomor :

SK/245/DIR Tahun 2013 tentang Ketentuan Batas Wewenang

Pemberian Persetujuan Seluruh Jenis Kredit dan Garansi Bank

PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat

97) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tagihan dari CV. Jasa
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Aneka Sarana, tujuan surat PT. Sherin Kapuas Raya, Shipmen
ke 1, tagihan Jasa Angkutan Batu bara dari PLTU Sanggau Sei
Batu menuju PLTU Sintang Sei Ringin, angkutan TB Satria
Perkasa/TKG Hasil Mandiri, Rp. 101.329.060, -

98) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tagihan dari CV. Jasa
Aneka Sarana, tujuan surat PT. Sherin Kapuas Raya, Shipmen
ke 2, tagihan Jasa Angkutan Batu bara dari PLTU Sanggau Sei
Batu menuju PLTU Sintang Sei Ringin, angkutan TB
Win&Meisi/TKG ~ WWO01/GT.241, tagihan sejumlah Rp.
61.037.830, -

99) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tagihan dari CV. Jasa
Aneka Sarana, tujuan surat PT. Sherin Kapuas Raya, Shipmen
ke 3, tagihan Jasa Angkutan Batu bara dari PLTU Sanggau Sei
Batu menuju PLTU Sintang Sei Ringin, angkutan TB Mandiri
Tugu-ll/TKG Perdana Jaya Abadi 2, tagihan sejumlah
Rp.195.508.652,

100) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tagihan dari CV. Jasa
Aneka Sarana, tujuan surat PT. Sherin Kapuas Raya, Shipmen
ke 4, tagihan Jasa Angkutan Batu bara dari PLTU Sanggau Sei
Batu menuju PLTU Sintang Sei Ringin, angkutan TB Mandiri
Tugu-IITKG Perdana Jaya Abadi 2, tagihan sejumlah
Rp.196.644.472,

101) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tagihan dari CV. Jasa
Aneka Sarana, tujuan surat PT. Sherin Kapuas Raya, Shipmen
ke 4, tagihan Jasa Angkutan Batu bara dari PLTU Sanggau Sei
Batu menuju PLTU Sintang Sei Ringin, angkutan TB Mandiri
Tugu-I/ITKG Perdana Jaya Abadi 2, tagihan sejumlah
Rp.196.644.472,-

102) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tagihan dari CV. Jasa
Aneka Sarana, tujuan surat PT. Sherin Kapuas Raya, Shipmen
ke 5, tagihan Jasa Angkutan Batu bara dari PLTU Sanggau Sei
Batu menuju PLTU Sintang Sei Ringin, angkutan TB Mandiri
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Tugu-II/ITKG Perdana Jaya Abadi 2, tagihan sejumlah Rp.
192.162.442, -

103) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tagihan dari CV. Jasa
Aneka Sarana, tujuan surat PT. Sherin Kapuas Raya, Shipmen
ke 6, tagihan Jasa Angkutan Batu bara dari PLTU Sanggau Sei
Batu menuju PLTU Sintang Sei Ringin, angkutan TB Mandiri
Tugu-ll/TKG Perdana Jaya Abadi 2, tagihan sejumlah Rp.
209.143.025, -

104) Fotocopy kutipan Surat Keputusan Direksi Bank Kalbar
Nomor: SK/36/DIR TAHUN 2022 tentang mutase dan Promosi
Pegawai Tetap, berikut Job Description Divisi Credit Recovery
Bank Kalbar

105) 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Keputusan Bank Kalbar
Nomor : SK/143/DIR Tahun 2021 tentang Standar Operating
Procedure (SOP) Penyelesaian Kredit Bermasalah PT.Bank
Pembangunan Daerah Kalimantan Barat

106) 1(satu) Bundel Fotocopy Surat Nomor : KP.DCR-
PKBH/SRT102/2023 tanggal 6 Maret 2023 Perihal Rekomendasi
Penyelesaian Kredit Bermasalah

107)  Fotocopy Surat Nomor : STG/KC-KRD/126/2023 tanggal
6 Maret 2023 Perihal Monitoring Debitur NPL dan HB Cabang
Sintang Posisi bulan Februari 2023

108) Fotocopy Surat Nomor: DCR/KP-PKBH/717/2022
tanggal 7 Desember 2022 Perihal Kinerja Penyelesaian Kredit
Non Permorming Loan (NPL) dan Hapus Buku (HB) Posisi
November Tahun 2022

109) 2 (dua) lembar fotocopy Standar Operating Procedure
(SOP) Kredit Khusus Nomor SK Direksi : SK/366A/DIR
Tahun 2019 tanggal 2 Desember 2019 tentang Penyelesaian
Kredit Bermasalah dan Hapus Buku PT. Bank Pembangunan
Daerah Kalimantan Barat

110) 1 (satu) Bundel Salinan Peraturan Otoritas Jasa
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Keuangan Republik Indonesia Nomor : 40/POJK.03/2019
tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum

111) Kronologis atas Sertifikat Hak Milik dari: Hak Milik
1175/BaningKota/2001,HM.889/BaningKota/1999;HM.135/Kedab
ang/2016;HM.5639/Kakahi/2014

112) Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No. 00135 Kel.
Kedabang Kec. Sintang Kab. Sintang

113) Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No. 889 Desa Baning
Kota Kec. Sintang Kab. Sintang

114)  Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No. 05639 Kel. Kapuas
Kanan hili Kec. Sintang Kab. Sintang

115) Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No. 05811 Kel. Kapuas
Kanan Hilir Kecamatan Sintang Kab. Sintang

116)  Printout Screeenshoot Penelusuran Informasi Berkas
Permohonan No: 7786/2023, Kantor Pertanahan
Kabupaten Sintang, dari Aplikasi Komputerisasi Kantor
Pertanahan

117)  Printout Screeenshoot Penelusuran Informasi Berkas
Permohonan No.: 7787/2023, Kantor Pertanahan Kabupaten
Sintang, dari Aplikasi Komputerisasi Kantor Pertanahan

118)  Printout Screeenshoot Penelusuran Hak Milik No.
14050908.1.00889, dari Aplikasi Komputerisasi  Kantor
Pertanahan

119) Printout Screeenshoot Penelusuran Hak Milik No.
14050902.1.05639, dari Aplikasi Komputerisasi  Kantor
Pertanahan

120) Printout Screeenshoot Penelusuran Hak Milik No.
14050920.1.00135, dari Aplikasi Komputerisasi  Kantor
Pertanahan

121)  Printout Screeenshoot Penelusuran Hak Milik No.:
14050908.1.01175, dari Aplikasi Komputerisasi  Kantor
Pertanahan
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122) 1(satu) eksemplar Asli Surat Perjanjian Perpanjangan
Sewa-Menyewa No0.002/02-PERPANJANG/I/PJA-SH/2018

123) 1(satu) lembar Laporan Laba/Rugi CV.Jasa Aneka
Sarana Per Tanggal 1 Januari 2016,2017 dan 2018 s/d 31
Desember 2016, 2017 dan 31 Januari 2018

124)  1(satu) lembar Neraca CV.Jasa Aneka Sarana per
Tanggal 31 Des 2016, 2017, dan 31 Januari 2018

125)  1(satu) lembar Daftar Rincian Transaksi CV.Jasa Aneka
Sarana per Tanggal 01 Januari 2018 s/d 30 April 2018

126) 1(satu) eksemplar Perjanjian Kerjasama Angkutan Batu
Bara Tanggal 12 Desember 2017

127)  1(satu) eksemplar Surat Tagihan jasa Angkutan
Shipmen 3 Tanggal 01 — 12 Februari 2018

128) 1(satu) eksemplar Surat Tagihan jasa Angkutan
Shipmen 4 Tanggal 16 — 26 Februari 2018

129) 1(satu) eksemplar Surat Tagihan jasa Angkutan
Shipmen 5 Tanggal 28 Februari 2018 — 15 Maret 2018

130) 1(satu) eksemplar Daftar Rincian Transaksi periode 18
Januari 2019 — 17 Maret 2019

131)  1(satu) lembar Invoice Nomor : 002/PJA/II/2018 ,
Tanggal : 27 Februari 2018

132) 1(satu) lembar Form Aplikasi Setoran Tanggal 29 Juni
2018 dengan nominal Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah)
dengan penerima CV.Jasa Aneka Sarana

133) 1(satu) eksemplar Invoice pembelian minyak solar
Tanggal 29 Januari 2018

134) 1(satu) eksemplar Invoice pembelian minyak solar
Tanggal 09 Januari 2018

135) 1(satu) eksemplar Invoice pembelian minyak solar
Tanggal 05 Januari 2018

136) 1(satu) eksemplar Tanda Terima Invoice Tanggal 28
Februari 2018

Halaman 51 dari 51 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

137) 1(satu) eksemplar Surat Keberangkatan di Perairan
Pedalaman Nomor: 33/5/30/Dishub Tanggal 10 Januari 2018
138)  1(satu) eksemplar Surat Keberangkatan di Perairan
Pedalaman Nomor: 5513/10/Dishub-LLASDP/2018 Tanggal 19
Januari 2018
139) 1 (satu) lembar Surat Perihal Mutasi/Rotasi Pegawai
Nomor: STG/KCPeg Tanggal 16 Januari 2019 tanpa tandatangan
140) 2 (dua) lembar job description/uraian tugas/pekerjaan
pegawal
141) 1 (satu) bundel dokumen Standard Operating Procedure
(SOP) Kredit Modal Kerja (KMK) PT.Bank Pembangunan Daerah
Kalimantan Barat (tanpa halaman 25)
142) 1 (satu) bundle fotocopy Laporan Kunjungan Setempat
CV.Jasa Aneka Sarana Tanggal 13 Februari 2018
143) 1 (satu) bundle fotocopy dokumen formulir permohonan
kredit produktif CV.Jasa Aneka Sarana Tanggal 05 Februari 2018
144) 1 (satu) eksemplar printout customer facility opening
CV.Jasa Aneka Sarana oleh Bank Kalbar
145) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Notaris dan PPAT
Jainuddin, SH., SpN Nomor : B/11/11/N/2018 Tanggal 15 Februari
2018
146) 13 (tiga belas) lembar aksesoris kredit CV. Jasa Aneka
Sarana
147) 3 (tiga) lembar Fotocopy Kutipan Surat Keputusan
Direksi Nomor : SK/182/DIR Tahun 2016 tentang Mutasi dan
Promosi Pegawai Tetap Tanggal 19 Juli 2016
148) 3 (tiga) lembar Job Description Kasi Kredit
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan
dalam perkara Terdakwa a.n RIO JULIANTO BARYADI, S.T. Bin
BARYADI
8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua
tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00
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(Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak yang
dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 oleh kami:
Pransis Sinaga, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Elik Murtopo, S.H., M.H.,
dan Intan Widiastuti, S.H., MKn.. masing-masing sebagai Hakim Anggota.
Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis
tanggal 12 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-
Hakim Anggota tersebut serta dibantu Irsandi Susila Adjie S.H., M.H,
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa

maupun Penasehat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA,
ttd ttd

Elik Murtopo, S.H., M.H., Pransis Sinaga, S.H., M.H
ttd

Intan Widiastuti, S.H., MKn.
PANITERA PENGGANTI,
ttd
Irsandi Susila Adjie, S.H, M.H.

Halaman 53 dari 51 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PT PTK

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 53



